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BAB VI  
HKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) 

 
A. Pengantar.  

Pada laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 

Kemenkumham, disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan HAKI di 

Indonesia sudah ada sejak 1840-an saat Pemerintah Kolonial Belanda 

memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HAKI pada 

tahun 1844. Beberapa peraturan perundang-undangan HAKI yang dibuat Belanda 

pada waktu itu adalah: 

1. UU Merek pada 1885, 

2. UU Paten pada 1910, dan  

3. UU Hak Cipta pada 1912.  

Ketiga peraturan tersebut mengalami perubahan dan revisi sesuai dengan 

perkembangan zaman. Perubahan terakhir terjadi pada tahun 2001, di mana 

Pemerintah Indonesia mengesahkan UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten dan 

UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek yang menggantikan UU yang lama di bidang 

terkait. 

Istilah HKI atau Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari 

Intellectual Property Right (IPR), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 

7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO (Agreement Establishing The World 

Trade Organization). Pengertian Intellectual Property Right sendiri adalah 

pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan 

intelektual manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara 

pribadi yaitu hak asasi manusia (human right). 

HKI atau Hak atas Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang 

diberikan negara kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. 

Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu 

kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang 

timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. 

Setiap hak yang digolongkan ke dalam HKI harus mendapat kekuatan 

hukum atas karya atau ciptannya. Untuk itu diperlukan tujuan penerapan HKI. 
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Tujuan perlindungan HKI secara umum yaitu sebagai berikut : 

1. Memberi kejelasan hukum mengenai relasi antara kekayaan dengan 

inventor, pencipta, desainer, pemilik, pemakai, perantara yang 

menggunakannya, wilayah kerja pemanfaatannya, dan yang menerima 

akibat pemanfaatan HKI. 

2. Memberikan penghargaan atas keberhasilan dalam mencipakan karya 

intelektual. 

3. Mempromosikan publikasi ciptaan dalam bentuk dokumen HKI yang 

terbuka bagi masyarakat. 

4. Merangsang terciptanya alih informasi melalui kekayaan intelektual, serta 

alih teknologi melalui paten. 

5. Melindungi dari kemungkinan ditiru karena ada jaminan dari negara bahwa 

pelaksanaan karya intelektual hanya diberikan kepada yang berhak.  

Manfaat yang dapat diperoleh dengan memiliki HKI yaitu sebagai berikut, yaitu:  

1. Mendapatkan perlindungan terhadap pemilik dan karya ciptanya.  

2. Dengan memiliki HKI maka pemilik dapat dengan leluasa berkarya tanpa 

adanya gangguan dari pihak lain. 

3. Pemilik HKI memiliki rasa aman dalam berkarya dan berinovasi karena 

sudah mendapatkan kepastian hukum.  

4. Pemilik HKI memiliki kuasa untuk memberikan izin termasuk melarang 

pihak lain dalam menggunakan karyanya.  

5. Pihak lain tidak semena-mena dalam menggunakan tanpa izin termasuk 

mengkopi karya secara illegal karena sudah ada perlindungan hukum. 

6. Pemilik HKI bisa mendapatkan penghasilan lain dari lisensi yang diberikan 

kepada pihak lain untuk menggunakan karya nya.  

7. Dengan memiliki HKI maka dapat mencegah pihak lain menggunakan 

karya yang sama persis atau secara substansial sama. 

HKI sangat penting dalam rangka melindungi karya dan menghargai karya 

milik orang lain. Lalu bagaimana apabila karya kita atau milik orang lain tidak 

dilindungi? Sudah pasti dipastikan akan terkena pembajakan. Sebegai contoh 

untuk di dunia pendidikan saat ini marak adanya pembajakan buku.  
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Pembajakan buku ini makin marak terjadi di masyarakat, banyak faktor yang 

menyebabkan terjadinya pembajakan buku, salah satunya adalah kurangnya 

penegakan hukum, ketidaktahuan masyarakat terhadap perlindungan hak cipta 

buku, dan kondisi ekonomi masyarakat.  

Sudah banyak pelaku terjaring oleh aparat, dan masih banyak pula yang 

masih berkeliaran dan tumbuh, seiring tingginya permintaan oleh masyarakat. 

Untuk itu butuh kesadaran dari masyarakat untuk mengetahui HaKI agar 

karyanya tidak diambil oleh orang lain.  

B. Prinsip-Prinsip HKI atau Hak atas Kekayaan Intelektual 
Prinsip-prinsip Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) adalah sebagai berikut : 

• Prinsip Ekonomi. Dalam prinsip ekonomi, hak intelektual berasal dari 

kegiatan kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai 

ekonomi yang akan member keuntungan kepada pemilik hak cipta. 

• Prinsip Keadilan. Prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum 

bagi pemilik suatu hasil dari  kemampuan intelektual, sehingga memiliki 

kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual terhadap 

karyanya. 

• Prinsip Kebudayaan. Prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari 

ilmu pengetahuan, sastra dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan serta 

akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa dan Negara. 

• Prinsip Sosial. Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga 

Negara, sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya 

merupakan satu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan 

keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat/ lingkungan. 

Berikut ini terdapat macam-macam HKI. Macam-macam HKI atau Hak 

atas Kekayaan Intelektual, yaitu : 

1. Hak Cipta. Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan 

atau memperbanyak ciptaannya. Termasuk ciptaan yang dilindungi adalah 

ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni. 

Hak cipta diberikan terhadap ciptaan dalam ruang lingkup bidang ilmu 

pengetahuan, kesenian, dan kesusasteraan. Hak cipta hanya diberikan 

secara eksklusif kepada pencipta, yaitu “seorang atau beberapa orang 
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secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan 

berdasarkan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang 

dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. 

Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta 

adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan 

prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa 

mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Indonesia mengalami banyak perubahan dalam Undang-Undang 

mengenai Hak Cipta. Sejak UU Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta, UU 

Nomor 7 tahun 1987 tentang Perubahan UU 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta, 

UU Nomor 12 tahun 1987 tentang Perubahan UU Nomor 6 tahun 1982 

tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 tahun 

1987 tentang Perubahan UU 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta, kemudian 

dicabut dan diubah dengan UU Nomor 19 tahun 1982 tentang Hak Cipta, 

dan terakhir hingga saat sekarang ini adalah UU Nomor 28 tahun 2014 

tentang Hak Cipta. 

Hak ciptaan yang dilindungi mencakup: 

a) buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil 

karya tulis lainnya;  

b) ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;  

c) alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu 

pengetahuan;  

d) lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;  

e) drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;  

f) karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, 

kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;  

g) karya seni terapan;  

h) karya arsitektur;  

i) peta;  

j) karya seni batik atau seni motif lain;  

k) karya fotografi;  

l) potret;  

m) karya sinematographi;  
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n) terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, 

aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;  

o) terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi 

budaya tradisional;  

p) kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan 

program komputer maupun media lainnya;  

q) kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut 

merupakan karya yang asli;  

r) permainan video; dan  

s) program komputer. 

Untuk poin a-j masa berlakunya hak cipta yaitu : 

1. Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan di atas berlaku selama hidup Pencipta dan 

terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal 

dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. 

2. Dalam hal Ciptaan dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebin, pelindungan Hak Cipta 

berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan 

berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai 

tanggal 1 Januari tahun berikutnya. 

Untuk point k-s masa berlakunya hak cipta yairu : 

1. Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 

25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman. 

2. Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara 

sebagaimana berlaku tanpa Batas waktu. 

3. Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya tidak diketahui yang dipegang ole 

negara berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama 

kali dilakukan Pengumuman. 

4. Dalam hal Ciptaan telah dilakukan Pengumuman tetapi tidak diketahui 

Penciptanya, atau hanya tertera nama aliasya atau samaran Penciptanya, Hak 

Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh pitiak yang melakukan 

Pengumuman untuk kepentingan Pencipta, berlaku selama 50 (lima puluh) 

tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman. 

5. Masa berlaku pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang dilakukan 

Pengumuman bagian per bagian dihitung sejak tanggal Pengumuman bagian 

yang terakhir. 
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6. Dalam menentukan masa berlaku pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan. yang 

terdiri atas 2 (dua) jilid atau lebih yang dilakukan Pengumuman secara berkala 

dan tidak bersamaan waktunya, setiap jilid Ciptaan dianggap sebagai Ciptaan 

tersendiri. 

 

2. Hak Kekayaan Industri yang Meliputi 

a. Paten.  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 di ganti dengan 

Undang-undang no. 13 tahun 2016, Paten adalah hak eksklusif yang diberikan 

oleh Negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang 

untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau 

memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. 

Paten hanya diberikan negara kepada penemu yang telah menemukan 

suatu penemuan (baru) di bidang teknologi. Yang dimaksud dengan penemuan 

adalah kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi yang berupa: 

proses, hasil produksi, penyempurnaan dan pengembangan proses, 

penyempurnaan dan pengembangan hasil produksi. 

Paten adalah perlindungan HKI bagi karya intelektual yang bersifat 

teknologi, atau dikenal juga dengan istilah invensi, dan mengandung 

pemecahan/solusi teknis terhadap masalah yang terdapat pada teknologi yang 

telah ada sebelumnya.  

Sebagai contoh, paku kecil temuan Levi Strauss untuk dipasang di 

ujung-ujung saku celana jeans, misalnya, yang kemudian dianugerahi hak 

paten di Amerika Serikat tahun 1873, mengandung solusi teknis terhadap 

persoalan mudah lepas/sobeknya jahitan saku celana berbahan denim ketika 

itu, mengingat pemakaian luar ruangan dengan intensitas yang cukup tinggi. 

Invensi paten dapat berupa produk ataupun proses. Contohnya pembakaran 

pada mesin kendaraan bermotor yang bertujuan untuk menghasilkan emisi gas 

buang yang lebih ramah lingkungan. Baik metode dan proses bagaimana 

pembakaran tersebut dilakukan, dan mesin yang menerapkan metode dan 

proses pembakaran itu, keduanya dapat dipatenkan masing-masing sebagai 

paten proses dan paten produk. 
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b. Merek.  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 di ganti dengan 

Undang-undang No. 20 Tahun 2016, Merek adalah tanda yang berupa gambar, 

nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari 

unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam 

kegiatan perdagangan barang atau jasa. 

Jadi merek merupakan tanda yang digunakan untuk membedakan produk 

(barang dan atau jasa) tertentu dengan yang lainnya dalam rangka 

memperlancar perdagangan, menjaga kualitas, dan melindungi produsen dan 

konsumen. 

Terdapat beberapa istilah merek yang biasa digunakan, yang pertama 

merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang 

diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama 

atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. 

Kedua Merek jasa yaitu merek yang digunakan pada jasa yang 

diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama 

atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. 

Ketiga Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa 

dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang 

atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang 

atau jasa sejenis lainnya. 

Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan negara kepada 

pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu 

tertentu, menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada 

seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum 

untuk menggunakannya. 

Merek bisa jadi merupakan bentuk perlindungan HKI yang paling dekat 

dengan kehidupan kita sehari-hari. Barang atau jasa apapun yang kita 

butuhkan, lebih sering kita sebut dengan nama dagangnya ketimbang nama 

generiknya. Sejak sebelum memulai aktivitas pagi hari, Anda sarapan Sari Roti 

ditemani secangkir Nescafe Classic sambil membaca Kompas Online di iPad, 

baru pergi naik Innova menuju kantor, sudah berapa merek yang Anda 

sebutkan? 
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Merek  atau juga biasa dikenal dengan istilah brand  adalah penanda 

identitas dari sebuah produk barang atau jasa yang ada dalam perdagangan. 

Namun tidak hanya sebagai identitas semata, merek juga berperan penting 

mewakili reputasi tidak hanya produknya, namun juga penghasil dari produk 

barang/jasa yang dimaksud. Tak heran jika branding  menjadi bagian yang 

sangat penting dalam pemasaran suatu produk/jasa. 

Hak Merek adalah bentuk perlindungan HKI yang memberikan hak 

eksklusif bagi pemilik merek terdaftar untuk menggunakan merek tersebut 

dalam perdagangan barang dan/atau jasa, sesuai dengan kelas dan jenis 

barang/jasa untuk mana merek tersebut terdaftar. 

Satu hal yang perlu dipahami adalah, pendaftaran Merek untuk 

memperoleh Hak Merek bukan berarti ijin untuk menggunakan merek itu 

sendiri. Siapapun berhak memakai merek apapun, didaftar ataupun tidak  

sepanjang tidak sama dengan merek terdaftar milik orang lain di kelas dan jenis 

barang/jasa yang sama. Hanya saja, dengan merek terdaftar, si pemilik merek 

punya hak melarang siapapun untuk menggunakan merek yang sama dengan 

merek terdaftar miliknya tadi, tentunya untuk kelas dan jenis barang/jasa yang 

sama. 

Suatu merek yang dapat didaftar harus memiliki daya pembeda dan 

dipergunakan dalam perdagangan barang/jasa, dan dapat berupa: 

• gambar, seperti lukisan burung garuda pada logo Garuda Indonesia atau 

gambar kelinci pada logo Dua Kelinci; 

• kata, seperti Google, Toyota, atau Mandiri; 

• nama, seperti Tommy Hilfiger atau Salvatore Ferragamo;  

• frasa, seperti Sinar Jaya atau Air Mancur; 

• kalimat, seperti Building for a Better Future atau Terus Terang Philip Terang 

Terus; 

• huruf, seperti huruf "F" pada logo Facebook atau huruf "K" pada logo Circle-

K; 

• huruf-huruf, seperti IBM atau DKNY; 

• angka, seperti angka "7" pada logo Seven Eleven atau angka "3" pada logo 

provider GSM Three; 
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• angka-angka, seperti merek rokok 555 atau merek wewangian 4711; 

• susunan warna, seperti pada logo Pepsi atau Pertamina; 

• bentuk 3 (tiga) dimensi; 

• suara; 

• hologram; 

• kombinasi dari unsur-unsur tersebut. 

 

Suatu Merek tidak dapat didaftar apabila: 
1. Pendaftarannya dilandasi dengan itikad buruk. Katakanlah seorang pengusaha 

ayam goreng mendaftarkan merek CIPUTAT FRIED CHICKEN di kelas dan 

jenis barang-barang hasil olahan daging ayam. Jika ada pengusaha lain yang 

mencoba mendaftarkan merek yang sama untuk kelas dan jenis jasa restoran 

dengan niatan untuk menghalangi pengusaha pertama, maka pendaftaran ke 

dua bisa dianggap dengan itikad tidak baik dan dengan demikian semestinya 

tidak dapat didaftar; 

2. Bertentangan dengan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan atau 

ketertiban umum. Salah satu contohnya adalah merek Buddha Bar yang 

kemudian dibatalkan karena dianggap bertentangan dengan agama; 

3. Tidak memiliki daya pembeda, misalnya tanda tanya "?" atau huruf balok 

tunggal "K" dalam perwujudan yang biasa/lazim. Namun tanda tanya "?" yang 

diberi ornamen seperti pada logo Guess, atau huruf tunggal "K" yang 

ditampilkan dalam tata artistik tertentu seperti pada logo Circle-K, bisa didaftar; 

4. Telah menjadi milik umum, seperti tanda tengkorak bajak laut atau palang 

seperti pada palang merah. Namun jika diberi ornamen tambahan seperti 

tengkorak pada logo Skullcandy atau palang pada logo Swiss Army, bisa 

didaftar; 

5. Menerangkan barang/jasanya itu sendiri. Apple tidak dapat didaftarkan sebagai 

merek untuk buah-buahan, tapi bisa didaftar untuk merek produk elektronik.  
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Di samping itu pendaftaran juga harus ditolak jika merek: 

• merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan 

hukum milik orang lain kecuali sudah ada persetujuan; 

• merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, 

lambang, simbol, atau emblem negara, lembaga nasional, atau lembaga 

internasional kecuali sudah ada persetujuan; atau 

• merupakan tiruan atau menyerupai tanda, cap atau stempel resmi yang 

digunakan negara atau lembaga pemerintah, kecuali sudah ada 

persetujuan tertulis.  

Merek menganut prinsip teritorial, yang artinya perlindungan merek hanya 

berlaku di negara di mana permohonan paten diajukan dan diberi. Untuk 

memperoleh perlindungan merek di wilayah hukum Indonesia, maka sang 

inventor harus mengajukan permohonan merek di Indonesia, dalam hal ini ke 

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI).  Di sisi lain merek yang 

hanya didaftar di Indonesia, tidak memiliki perlindungan di negara lain. 

c. Kekayaan Intelektual Komunal. Dasar Hukum nya Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Dengan turunan 

dari amanat Pasal 38 Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan 

Kebudayaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2022 Tentang 

Kekayaan Intelektuan Komunal, Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) adalah 

bentuk kekayaan intelektual yang bersumber dari pengetahuan, kreativitas, dan 

inovasi yang berkembang secara kolektif dalam suatu komunitas atau 

masyarakat adat, bukan hasil individu.  

Kalau HKI individu (misalnya hak cipta, paten, merek) dimiliki dan diklaim oleh 

perorangan atau badan hukum, maka KIK dimiliki bersama oleh komunitas, 

suku, atau masyarakat tradisional. 

1. Pengetahuan Tradisional seperti jamu, tenun ikat, teknik fermentasi tempe 

(Pengetahuan yang diwariskan turun-temurun dan digunakan masyarakat 

local). 

2. Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) Batik, tari saman, wayang, musik 

tradisional (Hasil karya yang memiliki nilai artistik dan spiritual). 

3. Sumber Daya Genetik (SDG) Varietas padi lokal, tanaman obat, rempah 

khas (Diperoleh dari alam dan dikembangkan oleh komunitas local). 
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4. Potensi Indikasi Geografis (IG) Kopi Gayo, Garam Amed, Madu Sumbawa 

(Produk yang kualitasnya dipengaruhi oleh faktor geografis dan budaya 

setempat). 

d. Desain Industri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Pasal 1 

Ayat 1 Tentang Desain Industri, bahwa desain industri adalah suatu kreasi 

tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan 

warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua 

dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga 

dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu 

produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. 

d. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu bahwa, 

Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, 

yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari 

elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling 

berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor 

yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. 

 

 

 

e. Rahasia Dagang. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang 

Rahasia Dagang bahwa, Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak 

diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai 

ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya 

oleh pemilik Rahasia Dagang. 

f. Indikasi Geografis. Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Pasal 

56 Ayat 1 Tentang Merek bahwa, Indikasi-geografis dilindungi sebagai suatu 

tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor 

lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari 

kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang 

dihasilkan. 

g.  Hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) adalah hak yang diberikan 

kepada pemulia dan/atau pemegang hak PVT untuk menggunakan sendiri 

varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau 



12 
 

badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu (Pasal 1 ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas 

Tanaman). Dengan demikian perlindungan diberikan terhadap varietas 

tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan 

tanaman. PVT ini merupakan jawaban dari alternatif perlindungan terhadap 

tanaman yang diberikan oleh TRIPs. 

Beberapa istilah yang sering digunakan dalam Perlindungan Varietas Tanaman 

antara lain: 

a) Perlindungan Varietas Tanaman, yang selanjutnya disingkat PVT, 

adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini 

diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor 

Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang 

dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. 

b) Varietas tanaman, yang selanjutnya disebut varietas, adalah 

sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh 

bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan 

ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat 

membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang- 

 

kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak 

mengalami perubahan. 

c) Varietas Hasil Pemuliaan adalah varietas yang dihasilkan dari kegiatan 

pemuliaan tanaman. Pemuliaan tanaman, adalah rangkaian kegiatan 

penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan 

suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan 

varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang 

dihasilkan. Pemulia tanaman yang selanjutnya disebut pemulia, adalah 

orang yang melaksanakan pemuliaan tanaman. 

d) Benih tanaman, yang selanjutnya disebut benih, adalah tanaman 

dan/atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau 

mengembangbiakkan tanaman. 

e) Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, yang selanjutnya disebut Pusat 

Perlindungan Varietas Tanaman (PPVT) adalah unit organisasi di 



13 
 

lingkungan Departemen Pertanian yang melaksanakan tugas dan 

kewenangan di bidang PVT. 

 


